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Literature Review: Kedudukan dan Fungsi Peraturan
Perusahaan dalam Hubungan Industrial
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Politeknik Ketenagakerjaan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Peraturan Perusahaan sebagai kaidah otonom dalam
hubungan industrial serta menganalisis fungsi dan implikasi hukumnya terhadap potensi terjadinya perselisihan
hubungan industrial. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review dengan menelaah literatur ilmiah,
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan dokumen Peraturan Perusahaan, yang diperkuat melalui analisis
tematik terhadap draft Peraturan Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk sebagai ilustrasi empiris. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Peraturan Perusahaan memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen pengaturan internal
perusahaan yang melengkapi hukum ketenagakerjaan yang bersifat heteronom. Peraturan Perusahaan menjalankan
fungsi regulatif dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak, fungsi preventif dalam mencegah perselisihan hubungan
industrial, serta fungsi perlindungan dan harmonisasi kepentingan pengusaha dan pekerja. Namun, penyusunan
Peraturan Perusahaan yang tidak selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip partisipasi
pekerja berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini menegaskan
bahwa efektivitas Peraturan Perusahaan sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap kerangka hukum ketenagakerjaan
dan penerapan prinsip keadilan dalam hubungan industrial.
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Abstrak: This study aims to examine the position of Company Regulations as
autonomous norms within industrial relations and to analyze their functions and legal
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implications for the potential occurrence of industrial relations disputes. The research
applies a Systematic Literature Review method by examining scholarly literature, labor
legislation, and Company Regulation documents, supported by a thematic analysis of the
draft Company Regulation of PT Lippo Karawaci Tbk as an empirical illustration. The
findings indicate that Company Regulations hold a strategic position as internal
regulatory instruments that complement heteronomous labor law. Company Regulations
perform regulatory functions in governing the rights and obligations of the parties,
preventive functions in avoiding industrial relations disputes, as well as protective and
interest-harmonizing functions between employers and workers. However, the
formulation of Company Regulations that is not aligned with statutory provisions and
the principle of worker participation may lead to legal uncertainty and industrial relations
disputes. This study emphasizes that the effectiveness of Company Regulations is largely
determined by compliance with the labor law framework and the application of principles
of justice in industrial relations.
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Pendahuluan

Konstitusi Indonesia, melalui UUD 1945, menetapkan bahwa pembangunan nasional
bertujuan untuk melindungi seluruh warga negara, meningkatkan kesejahteraan, mendidik
bangsa, dan mewujudkan tatanan dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial. Salah satu sektor yang menjadi bagian dari pembangunan
nasional ini adalah ketenagakerjaan. Landasan hukum pengembangan ketenagakerjaan
ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak warga negara untuk
bekerja dan hidup layak, dan diperkuat oleh Pasal 28D ayat (2), yang menjamin hak setiap
orang untuk bekerja dan menerima upah dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja. (Puspitasari, 2015).

Tenaga kerja menduduki peranan yang sangat vital dalam mewujudkan,
melaksanakan, serta mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan sekaligus menjadikan
upaya perlindungan untuk menjamin hak-hak mendasar bagi pekerja sebagai aspek
penting yang perlu mendapatkan perhatian serius (Charda, 2016). Namun, Menurut Katili
(2023) perlindungan tidak hanya dibutuhkan bagi pekerja sebagai pelaku utama dalam
proses produksi, melainkan juga bagi pengusaha yang memiliki peran penting sebagai
pencipta dan penyedia kesempatan kerja. Secara filosofis, pekerja dan pengusaha dipahami
sebagai dua subjek yang memiliki hubungan erat dalam hubungan kerja dan bekerja sama
untuk mendorong perkembangan sektor industri dan pertumbuhan ekonomi (Fahrunnisa
et al, 2017). Sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,
hubungan kerja terbentuk berdasarkan perjanjian kerja yang menegaskan hubungan
hukum antara pekerja dan pengusaha, dengan syarat unsur-unsur pekerjaan, perintah, dan
upah terpenuhi.

Zulkarnaen (2017) Menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian mengenai hak dan
kewajiban pekerja dan pengusaha di lingkungan perusahaan, diperlukan pedoman yang
jelas dan tertulis, yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Perusahaan (PP). Menurut
Purnama et al. (sebagaimana dikutip dalam Ardiansyah et al, 2023) PP merupakan
ketentuan internal yang ditetapkan oleh perusahaan dan wajib dipatuhi oleh seluruh
karyawan. Pandangan ini sesuai dengan Pasal 1 angka 20 UU 13/2003 yang menyatakan
bahwa PP merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh pengusaha dalam bentuk
tertulis dan memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan. Akan tetapi,
Berdasarkan Permenaker Nomor 28 Tahun 2014, Penyusunan dan pelaksanaan PP tidak
hanya melibatkan pengusaha dan pekerja selaku pihak dalam hubungan kerja, melainkan
juga peran pemerintah sebagai pihak netral yang berperan memberikan pelayanan dan
pengawasan, serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Hubungan ini
diharapkan dapat mengarah pada terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara
pihak-pihak dalam proses produksi, yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah, yang
didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi 1945 sebagaimana dijelaskan dalam
Pasal 1 nomor 16 Undang-Undang 13/2003 (Sari, 2025).

Saat ini, penerapan PP di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan dalam
praktik hubungan industrial. Afdal & Tan (2019), melalui penelitian berjudul “Hubungan
Hukum Pekerja dan Keberlakuan Peraturan Perusahaan Dalam Perusahaan Konglomerasi”
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menemukan bahwa perusahaan besar sering kali tidak menyusun PP secara terpisah untuk
setiap anak perusahaan sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.
Penerapan satu PP untuk seluruh grup usaha ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan
berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan terhadap pekerja, sehingga mengganggu
prinsip keseimbangan dalam hubungan industrial. Sejalan dengan permasalahan tersebut,
Furguson et al. (2023) dalam penelitian “Pelanggaran Peraturan Perusahaan Bidang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT GNI Menurut UU Ketenagakerjaan” mengungkapkan
bahwa ketiadaan pengaturan PP yang memadai, khususnya terkait aspek keselamatan dan
kesehatan kerja (K3), berdampak serius terhadap hubungan industrial. Kekurangan
tersebut berkontribusi pada munculnya konflik, termasuk aksi mogok kerja dan insiden
kecelakaan yang menyebabkan kematian dua pekerja. Temuan ini menunjukkan bahwa
kelemahan dalam penyusunan dan penerapan PP dapat berimplikasi langsung terhadap
stabilitas hubungan industrial.

Meskipun kedua penelitian tersebut memberikan gambaran penting mengenai
penerapan PP, kajian yang secara komprehensif menelaah kedudukan dan fungsi PP dalam
menjaga keseimbangan hubungan industrial masih terbatas. Kekosongan (Gap) literatur ini
menjadi dasar bagi penelitian untuk mengisi ruang analisis yang belum banyak
diperhatikan. Penelitian ini menghadirkan kebaruan (Novelty) dalam dua aspek. Pertama,
penelitian tidak hanya memandang PP sebagai aturan internal perusahaan, tetapi
menempatkannya sebagai instrumen hukum yang berperan membentuk hubungan
industrial yang harmonis. Kedua, penelitian menelusuri bagaimana PP berfungsi sebagai
mekanisme untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara pengusaha dan pekerja.
Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih mendalam
mengenai kedudukan dan fungsi PP dalam hubungan industrial. Sejalan dengan itu,
penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu: (1) bagaimana kedudukan dan
fungsi Peraturan Perusahaan dalam hubungan industrial? dan (2) apa saja bentuk
pelanggaran penerapan Peraturan Perusahaan yang berpotensi menimbulkan perselisihan
hubungan industrial?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan fungsi PP dalam
hubungan industrial di perusahaan. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi
bentuk-bentuk pelanggaran dalam penerapan PP yang berpotensi menimbulkan
perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
dalam pengembangan pengetahuan di bidang hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait
kedudukan dan fungsi Peraturan Perusahaan dalam sistem hubungan industrial. Selain itu,
hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa maupun
pihak lain yang ingin memperdalam pemahaman mengenai penerapan hukum
ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan
pemahaman pengusaha dan pekerja mengenai pentingnya Peraturan Perusahaan sebagai
pedoman bersama dalam mewujudkan hubungan kerja yang adil, transparan, dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat
digunakan oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi dalam pengawasan pelaksanaan
Peraturan Perusahaan.
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Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) sebagai
metode penelitian. SLR merupakan metode yang dilakukan secara sistematis, terstruktur,
dan dapat direplikasi guna mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis berbagai
hasil penelitian yang berkaitan dengan topik tertentu. Menurut Kitchenham et al. (2006)
menyatakan bahwa tujuan utama SLR adalah memberikan jawaban yang komprehensif
terhadap pertanyaan penelitian melalui prosedur yang transparan dan terstandar.
Pelaksanaan SLR secara umum mencakup empat tahapan, yaitu penentuan tujuan
penelitian, proses inisiasi dan seleksi literatur, tahap analisis dan pengodean, serta
perencanaan penyajian hasil penelitian.
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Gambar 1. Tahapan SLR
Sumber: Priharsi et al, 2022

Langkah-langkah SLR dalam penelitian ini meliputi: (1) penentuan fokus dan
perumusan pertanyaan penelitian terkait kedudukan dan fungsi PP dalam hubungan
industrial, termasuk analisis draft PP PT Lippo Karawaci Tbk sebagai bukti empiris, (2)
penetapan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan literatur dan dokumen yang
digunakan valid, (3) pengumpulan literatur dari berbagai sumber seperti Google Scholar,
jurnal SINTA, repositori universitas, buku ajar, artikel website resmi, dokumen hukum (UU
13/2003, UU 2/2004, Permenaker 28/2014), serta draft PP perusahaan, (4) penyaringan dan
pembacaan literatur serta dokumen untuk memastikan relevansi, (5) pencatatan informasi
penting dari setiap literatur dan dokumen, termasuk konsep, temuan, dan relevansinya, (6)
analisis dan pengelompokan temuan menggunakan teknik analisis tematik, serta analisis
fungsional draft PP untuk membuktikan fungsi regulatif, preventif, perlindungan, dan
harmonisasi, dan (7) penyusunan sintesis akhir yang mengintegrasikan temuan literatur
dan dokumen untuk memberikan pemahaman komprehensif dan berbasis bukti.
(Priharsari et al, 2022).
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Hasil dan Pembahasan

Temuan penelitian ini diperkuat oleh berbagai literatur yang relevan mengenai
kedudukan dan fungsi PP dalam hubungan industrial. Dengan mengintegrasikan hasil
penelitian dan referensi yang digunakan, analisis menjadi lebih sistematis dan terarah.

Tabel 1. Sumber Literatur dan Temuan Hasil Kajian

No Penulis Kontribusi dalam Penelitian Judul Jenis
(tahun) Sumber
Menjadi C'la?ar konseptual df’ilam Kedudukan Hubungan Kerja:
memahami sifat hukum publik dan
Darma . I Berdasarkan Sudut Pandang IImu
1 privat serta klasifikasi kaidah . . Jurnal
(2017) heteronom dan otonom hukum Kaidah Hukum Ketenagakerjaan
. dan Sifat Hukum Publik dan Privat
ketenagakerjaan
. Mendukung pemahaman bahwa Membangun Hubungan Indutrial
Marselina . . . .
pencapaian tujuan hubungan Dalam Mencapai Keharmonisan
2 et al. . ) . . Jurnal
(2024) industrial memerlukan kerja sama Antara Pegawai Dengan
pekerja, pengusaha, dan pemerintah  Manajemen di CV Swadaya Tekstil
Vivian & Menjelaskan bahwa PP dapat Pendampingan Pembuatan
3 Rusdiana menciptakan hubungan industrial Peraturan Perusahaan di PT. Jurnal
(2022) yang harmonis Witery Hardware Sejahtera.
Menegaskan bahwa sarana
hubungan industrial mencerminkan  Tinjauan Yuridis Kedudukan dan
Hamzah S .
4 (2009) kebutuhan akan seperangkat aturan Fungsi Perjanjian Kerja Bersama Jurnal
yang sistematis sebagai landasan dalam Hubungan Industrial
hubungan industrial
Menunjukkan adanya pelanggaran
Afdal & penerapan PP pada perusahaan Hubungan Hukum Pekerja dan
6 Tan konglomerasi akibat tidak Keberlakuan Peraturan Perusahaan Jurnal
(2019) disusunnya PP turunan di tingkat Dalam Perusahaan Konglomerasi
anak perusahaan
_ Menjelaskan bahwa PP Analisis Kesesuaian Peratu.ran
Kamalia . Perusahaan PT. Mega Capital
7 menyesuaikan aturan hukum dengan . Jurnal
(2024) kebutuhan verusahaan Sekuritas Berdasarkan Undang
P Undang 13 Tahun 2003
Menunjukkan e?danya pelanggaran Pelanggaran Peraturan Perusahaan
Furguson penerapan PP di PT GNI pada aspek .
. Bidang Keselamatan dan Kesehatan
8 et al. keselamatan dan kesehatan kerja . Jurnal
o . Kerja pada PT GNI Menurut UU
(2023) yang berimplikasi pada kematian .
. 1 . Ketenagakerjaan
pekerja dan terjadinya mogok kerja
Analisis Yuridis Pertentangan
Menjelaskan fungsi kaidah otonom Aspek Hukum Kaidah Otonom
9 Etduat et sebagai pelengkap terhadap (Perjanjian Kerja Bersama) dengan Jurnal
al. (2022) keterbatasan pengaturan hukum Kaidah Heteronom (Undang- "
heteronom Undang No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan)
Kesuma Mediasi Hubungan Industrial
& Menjelaskan jenis, dan klasifikasi Sebagai Upaya Alternatif
10 .. .. . . ; .. Jurnal
Vijayanter perselisihan hubungan industrial Penyelesaian Perselisihan
a (2018) Hubungan Industrial
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Penulis . . . Jenis
No (tahun) Kontribusi dalam Penelitian Judul Sumber
Haidar Memperkuat pernyataan pengaruh Analisis Pelanggaran
11 (2024) pelanggaran hak terhadap kestabilan ~ Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pt . Jurnal
di tempat kerja Indonesia Bakery Family)
Meliana Menjelaskan bahwa PP Pendampingan Perancangan
12 & Tan meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Perusahaan PT Pelangi Jurnal
(2021) Uuu Latex Batam
Biro Menyampaikan pernyataan Wakil
Humas Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah ~ Kemnaker : Ciptakan Hubungan Artikel
13 Noor, tentang pentingnya sinergi Industrial yang Harmonis, Dinamis .
Kemnake . . , Website
r (2022) antar pihak dalam mewujudkan dan Berkeadilan
hubungan industrial yang harmonis
Memperkuat pernyataan bahwa
Di k PP i kaidah
isnaker edudukan PP sebagai kaida Kaidah Hukum Otonom Dalam Artikel
14 Kota otonom yang mengatur hubungan . )
. . .. Hukum Ketenagakerjaan Website
Semarang  kerja, mengenai hak, kewajiban, dan
syarat kerja
Harinie = Menjelaskan tujuan utama hubungan .
1 H I 1 B
5 (2024) industrial ubungan Industria uku
Memberikan d huk tuk
Republik em, ertican dasar e un. “ Undang-Undang Nomor 13 Tahun  Kebijakan
16 . analisis kedudukan dan fungsi PP . .
Indonesia . ; 2003 Tentang Ketenagakerjaan Nasional
dalam hubungan industrial
. finisi lasifikasi
. Memb?rlkan definisi dan klasi 1k.a.s1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun )
Republik  sebagai dasar hukum untuk analisis . Kebijakan
17 . . 2004 Tentang Penyelesaian .
Indonesia relevansi antara PP dengan .. . Nasional
.. . . Perselisihan Hubungan Industrial
perselisihan hubungan industrial
Memberikan dasar hukum dalam  Peraturan Menteri ketenagakerjaan
18 Republik penyusunan PP dan Menegaskan =~ Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata  Kebijakan
Indonesia aturan untuk membuat PP turunan cara Pembuatan dan Pengesahan Nasional

bagi perusahaan konglomerasi

Peraturan Perusahaan

Sumber: Disusun oleh penulis

Kedudukan dan Fungsi Peraturan Perusahaan dalam Hubungan Industrial

Kedudukan dan fungsi PP dalam hubungan industrial perlu dipahami secara
konseptual agar pembahasannya tersusun secara sistematis. Sebagai pengantar, gambar 1
menyajikan peta konsep kedudukan dan fungsi PP dalam hubungan industrial

https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso



Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 6, No 1, 2026 7 of 15

Kedudukan dsn fungsi
Peraturan Perusahaan
dalam Hubungan Industrial

I

Kedudukan Peraturan Perusahaan dalam Fungsi Peraturan Perusahaan dalam
Hubungan Industrial Hubungan Industrial

\

= Hukum otonom dan bersifat privat J_
=« Pedoman internal perusahaan Fungsi
perlindungan

Fungsi regulatif

= Sarana pembangunan hubungan industrial Fungsi Fungsi
= Acuan hukum penyelesaian perselisihan preventif Harmonisasi

Gambar 2. Peta Konsep Kedudukan dan Fungsi Peraturan Perusahaan dalam Hubungan Industrial

Sumber: Disusun oleh penulis

A. Kedudukan Peraturan Perusahaan Dalam Hubungan Industrial

PP memiliki kedudukan penting sebagai norma internal untuk mengatur hubungan
antara pengusaha dan pekerja dalam sistem hubungan industrial. Kedudukan tersebut
tidak hanya tercermin dari sifat hukumnya sebagai aturan yang bersumber dari
kewenangan internal perusahaan, tetapijuga dari perannya dalam membentuk keteraturan,
kepastian, dan mekanisme penyelesaian permasalahan hubungan kerja. Oleh karena itu,
pembahasan mengenai kedudukan Peraturan Perusahaan dalam hubungan industrial
dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek utama, sebagaimana diuraikan berikut.

a. Peraturan Perusahaan Sebagai Hukum Otonom dan Pedoman Internal Perusahaan

Berdasarkan sifat hukumnya, hukum ketenagakerjaan dikategorikan sebagai bagian
dari hukum publik, karena berbagai aspek telah diatur secara rinci melalui peraturan
perundang-undangan. Namun demikian, di dalam pengaturannya ditemukan unsur-unsur
yang bersifat privat. Unsur privat ini ditunjukan dari adanya kesempatan para pihak untuk
menentukan pengaturan tertentu secara mandiri. Hal tersebut dibuktikan melalui Pasal 109
UU 13/2003 Tahun 2003 dan Pasal 4 Permenaker 28/2014 yang menetapkan bahwa
pengusaha diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk Menyusun PP dengan tetap
memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja (Darma, 2017).

Kemudian, dilihat melalui sudut pandang kaidah hukum. Darma (2017) menjelaskan
terdapat dua jenis kaidah yang berlaku, yaitu kaidah heteronom dan kaidah otonom.
Kaidah heteronom mencakup aturan-aturan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh pihak
diluar hubungan kerja, serta bersifat mutlak dan memaksa (imperatif). Kaidah ini berfungsi
memberikan perlindungan dasar bagi pekerja sekaligus menjamin tercapainya keadilan. Di
sisi lain, kaidah otonom merupakan norma yang dibentuk sendiri oleh para pihak dalam
hubungan kerja, yaitu pengusaha dan pekerja berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.
Selanjutnya, Eduat et al. (2022) menjelaskan bahwa kaidah otonom dapat mengisi
kekosongan pengaturan yang tidak diatur dalam kaidah heteronom, selama tidak
bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.
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Meskipun pengesahan PP dilakukan oleh pemerintah dan ketentuan minimalnya
diatur oleh peraturan perundang-undangan, PP tetap menempati posisi sebagai kaidah
otonom sekaligus bersifat privat. Karena PP merupakan norma internal Perusahaan yang
dibuat oleh pengusaha sebagai salah satu pihak dalam hubungan kerja, sekaligus berfungsi
melengkapi pengaturan yang belum tercakup dalam kaidah heteronom. Pandangan ini
didukung oleh pernyataan Disnaker Kota Semarang (2024) yang menyatakan bahwa PP
merupakan kaidah otonom yang mengatur hubungan kerja mengenai hak, kewajiban, tata
tertib, dan syarat kerja antara pengusaha dengan pekerja. Keberlakuan PP bersifat
sementara, yakni selama di perusahaan belum terbentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Ketentuan ini ditegaskan melalui Pasal 108 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (3) UU 13/2003 yang
menyatakan bahwasanya PP berlaku dalam jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat
diperpanjang 1 tahun apabila perusahaan belum memiliki PKB. Dengan demikian, PP tidak
hanya memiliki kedudukan penting dalam hubungan industrial, tetapi juga berperan
sebagai instrumen pengatur hubungan kerja secara spesifik di Perusahaan.

b. Sarana Pembangunan Hubungan Industrial dan Acuan Hukum Penyelesaian
Perselisihan

Menurut definisinya, hubungan industrial merupakan interaksi yang melibatkan
pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Kemudian, Pasal 102 UU 13/2003 menegaskan bahwa
masing-masing unsur tersebut memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi. Wakil
Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menegaskan bahwa hubungan industrial akan
berjalan baik apabila seluruh pihak mampu membangun sinergi yang mendukung
keberlangsungan usaha, kelangsungan bekerja, serta meningkatkan kesejahteraan para
pihak yang terlibat (Kemnaker, 2022). Pandangan tersebut sejalan dengan Marselina et al.
(2024) yang menyatakan bahwa kerja sama ketiga pihak menjadi krusial untuk mencapai
tujuan bersama. Hakikatnya, tujuan utama hubungan industrial adalah merealisasikan cita-
cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dalam rangka
pembangunan nasional, dengan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila, serta berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dunia yang
berlandaskan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (Harinie
et al, 2024).

Dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, diperlukan suatu instrumen yang mampu
mengatur dan menyeimbangkan kepentingan para pihak dalam hubungan industrial.
Dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, PP disebutkan sebagai salah satu sarana
dalam membangun hubungan industrial. Hal tersebut mengindikasikan bahwa
pembentukan hubungan industrial membutuhkan dasar yang kuat berupa seperangkat
aturan yang disusun secara terstruktur mengenai hak serta kewajiban dari setiap pihak
yang terlibat (Hamzah, 2009). Dengan memahami ketentuan yang tercantum dalam PP,
baik pengusaha maupun pekerja dapat mengetahui batas tanggung jawabnya terhadap hak
dan kewajiban masing-masing serta memahami tata cara penyelesaian sengketa apabila
terjadi perselisihan dalam hubungan industrial.

Sebagai dasar hukum, Pasal 1 UU 2/2004 menjelaskan mengenai definisi serta ruang
lingkup perselisihan hubungan industrial. Dalam pasal tersebut, Perselisihan hubungan
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industrial didefinisikan sebagai perbedaan pendapat yang melahirkan persengketaan
antara pengusaha dengan pekerja atau organisasi pengusaha dengan serikat pekerja.
Masalah ini mungkin timbul karena perbedaan hak, kepentingan, pemutusan hubungan
kerja, atau konflik antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Karena itu,
penyusunan PP harus dilakukan dengan hati-hati agar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU 13/2003 dan Permenaker 28/2014.
Keselarasan tersebut bertujuan untuk menghindari timbulnya perselisihan yang
disebabkan oleh perbedaan pelaksanaan, pemahaman, atau bahkan penafsiran mengenai
ketentuan dalam PP. Hal Ini menunjukkan bahwa PP memiliki fungsi untuk mencegah
terjadinya perselisihan hubungan industrial.

B. Fungsi Peraturan Perusahaan dalam Hubungan Industrial

PP tidak hanya memiliki kedudukan strategis dalam hubungan industrial, tetapi juga
menjalankan berbagai fungsi penting dalam menjaga keteraturan, perlindungan, serta
keseimbangan kepentingan para pihak. Untuk menguraikan fungsi-fungsi tersebut secara

sistematis, berikut disajikan tabel yang merangkum fungsi PP beserta indikatornya.

Tabel 2. Fungsi dan Indikator Peraturan Perusahaan dalam Hubungan Industrial

Fungsi Indikator

Regulatif PP menegakkan kepatuhan terhadap UU dan peraturan yang berlaku (Meliana & Tan,

2021)
Preventif PP mencegah pertentangan dan perselisihan hubungan industrial (Vivian & Rusdiana,
2022)
Perlindungan PP menyesuaikan aturan hukum nasional dengan kebutuhan perusahaan tanpa
mengabaikan hak pekerja (Kamalia, 2024)
— PP membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan (Vivian &
Harmonisasi

Rusdiana, 2022)

Sumber: Disusun oleh penulis

Fungsi-fungsi tersebut selanjutnya dianalisis dengan mengaitkannya pada ketentuan
dalam draft PP tahun PT Lippo Karawaci Tbk Tahun 2016-2018 sebagai ilustrasi
implementasi norma internal perusahaan. Analisis ini tidak dimaksudkan untuk menilai
kepatuhan perusahaan secara hukum, melainkan untuk menunjukkan bagaimana fungsi

PP tercermin dalam pengaturan yang bersifat internal.

a. Fungsi regulatif

Fungsi regulatif PP tercermin dari perannya dalam membentuk norma kerja internal
yang disusun secara jelas dan sistematis sebagai implementasi kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan. Manifestasi fungsi tersebut dapat ditemukan dalam
pengaturan waktu kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 48 draft PP PT Lippo Karawaci
Tbk tahun 2016-2018.
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Pasal 48
Waktu Kerja

1. Dengan munp«.rhaukm erundam. -undangan yang berlaku, hari kerja di Perusahaan adalah 5 (lima)
hari atau 6 (enam) hari dalam seminggu.
. Jumlah jam kerja di Perusahaan adalah 7 (tujuh) jam atau 8 (delapan) jam dalam sehari dan 40 (empat
puluh) jam dalam seminggu, di luar waktu istirahat.
3. Waktu istirahat diatur sebagai berikut:
a. Tanpa mengurangi jumlah jam kerja, Pekerja berhak atas waktu istirahat, maksimal | (satu) jam,
yang pelaksanaannya diatur agar tidak mengganggu operasional Perusahaan.
b. Khusus bagi Pekerja yang melaksanakan shalat/ibadah pada Hari Jumat, mendapatkan tambahan
\nktu istirahat %2 (sclcngah)]am umuk menunaikan kewajiban shalat/ibadahnya sehingga waktu

5]

ya i 1% (satu h) jam.
4. Waktu kerja standar ditetapkan sebagai berikut :
Keterangan | Pola 5 hari seminggu Pola 6 hari seminggu
[ Senin sd Kamis :

Jam kerja 08.30 5.d 17:30 | 08.30 s.d 16:30

Waktu Istirahat 12.00 5.d 13.00 12.00 s.d 13:00
Jum’at :
Jam kerja 08:30 s.d 17:30 08:30 s.d 16:30

Waktu Istirahat 11:30 s.d 13:00 11:30 s.d 13:00
Sabtu : |
Jam kerja 08:30 5.d 14:30

Waktu Istirahat i | 11:30 s.d 12:30 J

5. Karena kebutuhan dan kepentingan pekerjaan yang berbeda-beda, Perusahaan dapat menerapkan atau
mengatur waktu kerja yang berbeda dan meminta Pekerja untuk melakukan pekerjaan selain pada hari
dan/atau jam kerja yang telah diatur di dalam pasal ini dengan berpedoman kepada perundang-
undangan yang berlaku.

Gambar 3. Cuplikan Pasal 48 tentang Waktu Kerja dalam Peraturan Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk
Sumber: Diolah penulis berdasarkan Peraturan Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk Tahun 2016-2018

Pengaturan mengenai waktu kerja mencerminkan fungsi regulatif PP dalam
menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang dan regulasi ketenagakerjaan
yang berlaku, sebagaimana ditegaskan oleh Meliana & Tan (2021) bahwa PP berfungsi
sebagai instrumen pengaturan internal untuk memastikan kepatuhan hukum secara

terstruktur.

b. Fungsi preventif

Fungsi preventif PP tercermin dari perannya dalam mengantisipasi potensi
pertentangan dan perselisihan hubungan industrial melalui pengaturan mekanisme
penyelesaian permasalahan secara internal. Implementasi fungsi ini dapat ditemukan
dalam ketentuan mengenai penanganan keluh kesah yang diatur dalam Pasal 51 draft PP
PT Lippo Karawaci Tbk tahun 2016-1018.

Pasal 51
Penanganan Keluh Kesah

Penanganan keluh kesah Pekerja karena perlakuan tidak patut atau bertentangan dengan perundang-
undangan yang berlaku, dilakukan menurut tata cara sebagai berikut:

1. Keluhan atau masalah pekerja pertama kali harus dibicarakan dengan atasan langsung dan diselesaikan
sedapat mungkin dalam waktu 2 minggu.

. I\Lluhnn atau m'la‘l|dh yang belum dapat diselesaikan dengan atasan lnnuunb akan dibicarakan dan

dengan san yang lebih tinggi sampai yang tertinggi dengan melibatkan SDM

dan dengan sepengetahuan atasan langsung dari Pekerja atau diselesaikan secara bipartit dalam jangka
waktu 2 minggu berikutnya.

3. Keluhan atau masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Unit ditindaklanjuti ke tingkat pusat.

4. Keluhan atau masalah yang masih tetap belum dapal dm.lesmhlk baxk di tingkat Unit, maupun di

tingkat Pusat, diselesaikan melalui lembaga penyel ngan industrial.

5

PT Lippo Karawaci, Tbk. PERATURAN PERUSAHAAN Halaman 19 /22 /l

Gambar 4. Cuplikan Pasal 51 tentang Penanganan Keluh Kesah dalam Peraturan Perusahaan PT Lippo
Karawaci Tbk
Sumber: Diolah penulis berdasarkan Peraturan Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk Tahun 2016-2018
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Pengaturan tersebut menyediakan prosedur yang sistematis bagi pekerja untuk
menyampaikan permasalahan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Hal
ini sejalan dengan pandangan Vivian & Rusdiana (2022) yang menegaskan bahwa PP
berfungsi sebagai instrumen pencegahan perselisihan melalui pengaturan internal yang

jelas dan prosedural.

c. Fungsi perlindungan

Fungsi perlindungan PP tercermin dari perannya dalam menjamin hak normatif
pekerja, terutama terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Implementasi fungsi ini dapat
dilihat pada pengaturan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana
tercantum dalam Pasal 21 dan Pasal 22 draft PP PT Lippo Karawaci Tbk tahun 2016-2018.

BAB IV
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
Pasal 21
Keschatun Kerja
I, Pekeia wajib melaporkan kepada atasannya apabila diketahui hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya
techadap keschatan Pelanggan dan Pekerja, baik yang berhubungan dengan lingkungan sckitar,
peralatan kerja, kondisi fisik bangunan, maupun bahaya atas suatu vires'bakteri penyakit
2. Pekecja wajib menjaga kebersihan peralatan kerja dan lingk
3. Pekerjn vang jatuh sakit atau mr.npl'unl kecelakaan uul bekerja, harus segera mendapatkan

pertolongan tenaga medis terdekat atau kepolisian (jika diperlukan). Dalam setiap kejadian pihak SDM
harus mendapatkan informasi dan pihak k\luxup Pekerja diberitahu,

4. Pekerja wajib tuhi dan menjalankan ketent yang diberlakukan oleh Perusahnan dalam mngka
mengantisipasi keschatan di Imbkungm kup ataupun pencegahan penularan penyakit yang \«Lmh
menjadi wabah

5. Pckerja wajib mengikuti sarun dokter apabila menderita p:o)ﬂu menyidrs sung dapat membahayakan
lingkungan kerja.

PT Lippo Karawsci, Tk, PERATURAN PERUSAHAAN, Haluman 9 /22

T Boulesard Fabem Rayar 2200 Me: o xl staba ri Lippe K
T~

aci Central Tawguretg 15811, Bavien - lndonesln
4 669000 | F.v w

1 2268 9098
“wnw lippokar aw aci

ico.

7. o)
LIPPO

Pasal 22
Keselamatan Kerja

Pekerja wajib mencegah, menghindari atau memperkecil kemungkinan tegadinya keoelakaan kerja yang
terjadi di lingkungan Perusshaan
2. Pekerjn wajib menjagn dan peduli terhadap lingkungan keganya dan selalu waspada akan kemungkinan
adanya ancaman bahaya, Pekerja harus segera melaporkan ke atasannya atau petugas yang ditunjuk
apabiln terdapat kecurigaan adanya ancaman bahaya, Pekerin tidak diperkenankan memsssuki area
terbatas yang diperuntubkan hanya bagi Pekerja tertentu
3. Pekerja tidak diperkenankan mengoperasikan alat kerja tertentu, kecuali memiliki keahlian atau
sertifikat Khusus yang dipersyaratkan dan ditugaskan untuk mengoperasikannya.
. Pekerja yang bekerja dalam lingkungan tertentu yang beresiko tinggi wajib menggunakan alat
pelindung kerja sesuai dengan prosedur yang ditetaphan
5. Perusahaan melakukan sosialisssi dan simulssi evakuasi jika diperlukan
6. Pekerja wajib mempelajari dan memahami tata cara pemakaian peralatan keselamatan yang disediakan
oleh Perusahaan

Gambar 5. Cuplikan Pasal 21 dan Pasal 22 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Peraturan
Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk
Sumber: Diolah penulis berdasarkan Peraturan Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk Tahun 2016-2018

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk melindungi
pekerja dari risiko yang timbul selama proses kerja. Fungsi perlindungan ini sejalan dengan
indikator adaptasi ketentuan hukum nasional ke dalam norma internal perusahaan tanpa

mengesampingkan hak-hak pekerja, sebagaimana dikemukakan oleh Kamalia (2024).
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d. Fungsi harmonisasi

Fungsi harmonisasi PP tercermin dari perannya dalam menjaga keseimbangan
kepentingan antara pekerja dan pengusaha melalui pengaturan hak dan kewajiban yang
bersifat timbal balik. PP sebagai pedoman bersama memberikan rujukan yang sama bagi
kedua pihak dalam menjalankan hubungan kerja, sehingga dapat mengurangi potensi

kesalahpahaman dan menjaga stabilitas hubungan industrial.

LIPPO
DAFTAR ISI
DAFTAR IS] 2
PEMBUKAAN :
BABI UMUM 5
Pasal | Istilah-istilah 5
Pasal 2 Ruang Lingkup [
Pasal 3 Tujuan 6
Pasal 4 Hak dan Kewajiban Perusshaan 6
Pasal § Hak dan Kewajiban Pekerja 6
BAB Il HUBUNGAN KERJA 6
Pasal 6 Hubungsn Kerja 6
Pasal 7 Status Pekerja 7
Pasal § Penerimazn dan Penempatan Pekerja
Pasal 9 Masa Percobaan
Pasal 10 Masa Kerja 7
Pasal 11 Alih Tugas 7
Pasal 12 Strukiur Kepangkatan dun Golongan serta Struktur dan Skala Upah ?
Pasal 13 Mansjemen Kinerja ]
Pasal 14 Hak Cipta 8
BAB Il PENGUPAHAN ]
Pasal 15 Penentuan Upals ]
Pasal 16 Waktu Pembayaran Upsh 8§
Pasal 17 Penyesuaian Upsh 8
Pasal I8 Upah Selama Sakit 9
Pasal 19 Pajak Penghasilan dan luran Badan Peayelenggara Jamainan Sosial (BPIS) 9
Pasal 20 Pemotoagan Upah Pekerja 9
BAB IV KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 9
Pasal 21 Keschatan Kerja 9
Pasal 22 Kesclamatan Kerja 10
BABV KESEJAHTERAAN PEKERJA 10
Pasal 23 Bantuan Pemeliharnan Kesehatan 10
Pasal 24 Tunjangan Hari Raya (THR) 10
Pusal 2§ Badan Penyedenggara Jaminan Sosial (BPJS) 10
Pasal 26 1
Pasal 27 ; n Dinas dan Binya Alih Tugas ke Dagral1 g™ ' 1
Pasal 28 Hadiah Pernikaban R e (7 12
Pasal 29 Bantuan Musibah/Bencana Alam | ’.‘yv 13 12
Pasal 30 Santunan Meninggal Dunia . o~ i 12
PY Lippo Karmwaci, Thk. PERATURAN PERUSAHAAN Halaman 2 /22
T Bowlerard Falem Rayas 22.00 Mesara Matahart Lippo Karawaci Contral Tangerang 15811, Banten - Indonals
T 68 90001 F.+~ 62 21 2566 9098 ' 99
www Nppolaraw acico.id

Gambar 6. Draft Peraturan Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk Periode 2016-2018
Sumber: Diolah penulis berdasarkan Peraturan Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk Tahun 2016-2018

Secara umum, pengaturan dalam PP PT Lippo Karawaci Tbk tahun 2016-2018
menunjukkan upaya menciptakan hubungan kerja yang tertib dan berkelanjutan, sejalan
dengan pandangan Vivian & Rusdiana (2022). Dengan demikian, kedudukan dan fungsi
Peraturan Perusahaan tidak hanya berperan sebagai instrumen pengaturan internal, tetapi
juga sebagai sarana strategis dalam menjaga keseimbangan kepentingan dan stabilitas
hubungan kerja di tingkat perusahaan. Melalui fungsi regulatif, preventif, perlindungan,
dan harmonisasi, Peraturan Perusahaan membentuk kerangka normatif yang mendukung
terciptanya hubungan industrial yang tertib, adil, dan berkelanjutan.
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1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Penerapan Peraturan Perusahaan yang Memicu
Perselisihan Hubungan Industrial

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menjelaskan bahwa
perselisihan hubungan industrial terdiri atas empat kategori, yang meliputi antara lain
perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Kesuma & Vijayantera (2018) menjelaskan
bahwa jenis perselisihan hubungan industrial memiliki perbedaan satu sama lain yang
dapat dibedakan dari lingkup perselisihannya, di mana masing-masing jenis mencakup
ruang lingkup yang berbeda-beda sehingga memudahkan identifikasi dan penanganan
yang tepat. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 UU 2 Tahun 2004, yang merumuskan klasifikasi
perselisihan hubungan industrial secara jelas sebagai berikut:

1. Perselisihan hak, mengacu pada timbulnya perselisihan karena kurangnya hak akibat

perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan,
perjanjian kerja, perusahaan, atau perjanjian kerja bersama

2. Perselisihan kepentingan, diakibat oleh perbedaan pandangan antara para pihak
mengenai pembentukan dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang diatur dalam

perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, maupun Perjanjian Kerja Bersama.

Sebagai tindak lanjut dari klasifikasi perselisihan hubungan industrial tersebut,
penting untuk menelaah faktor-faktor konkret dalam praktik sering pemicu terjadinya
perselisihan. Pertama, masalah ketika perusahaan tidak menerapkan PP sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Afdal & Tan (2019) menemukan bahwa banyak
perusahaan besar menggunakan satu PP tunggal untuk semua anggota perusahaan. Praktik
ini bertentangan dengan Pasal 3 Permenaker 28/2014 yang menegaskan bahwa setiap
perusahaan dapat menyusun PP turunan yang menyesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan lokal, selama tidak bertentangan dengan PP utama dan telah disahkan oleh
instansi ketenagakerjaan setempat. Kondisi ini dapat menimbulkan perselisihan hak karena

Kedua, penelitian Furguson et al. (2023) mengenai dampak PP terhadap Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) di PT GNI, perusahaan tidak menangani K3 secara memadai
dalam PP. Akibatnya, tidak ada pedoman yang jelas mengenai tanggung jawab perusahaan
terkait kesejahteraan karyawan di Lapangan. Kondisi ini memicu munculnya perselisihan
hubungan industrial, termasuk ketidakpuasan pekerja yang kemudian berujung pada
masalah terkait pekerjaan dan perilaku mogok kerja. Kasus tersebut mengilustrasikan
bagaimana upaya perusahaan untuk menciptakan aspek perlindungan dasar pekerjaan,
seperti K3, hak atas upah yang layak, jam kerja, dan cuti tahunan, merupakan
penyimpangan signifikan dari norma ketenagakerjaan. Pelanggaran hak-hak ini tidak
hanya memengaruhi individu yang terkena dampaknya, tetapi juga dapat memengaruhi
stabilitas dan keadilan di tempat kerja secara komprehensif (Haidar et al, 2024). Dalam
konteks Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 57 UU 2/2004, kasus seperti ini tergolong sebagai
perselisihan hak, karena menyangkut pelanggaran terhadap hak-hak normatif pekerja yang
telah diatur oleh undang-undang maupun PP.
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Simpulan

Peraturan Perusahaan memiliki implikasi penting sebagai kaidah otonom yang
berfungsi tidak hanya melengkapi hukum ketenagakerjaan yang bersifat heteronom, tetapi
juga sebagai instrumen strategis dalam menciptakan kepastian hukum, keseimbangan
kepentingan, dan pencegahan perselisihan hubungan industrial, khususnya perselisihan
hak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian Peraturan Perusahaan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lemahnya partisipasi pekerja, serta
pengabaian terhadap hak normatif pekerja berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum
dan konflik dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan
dan pembinaan oleh pemerintah terhadap proses penyusunan dan penerapan Peraturan
Perusahaan, disertai mekanisme partisipasi pekerja yang transparan dan efektif serta
sosialisasi yang memadai agar hak dan kewajiban para pihak dipahami secara jelas.
Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi
efektivitas penerapan Peraturan Perusahaan, khususnya peran partisipasi pekerja dan
dampak sosialisasi, dengan menggunakan pendekatan empiris dan cakupan sektor industri
yang lebih beragam.
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